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BUPATI MUSI BANYUASIN
PERAlURANBUPAlll1US1 BANYUASIN

NOMOR V TAHUN 2014

lBITANG

PENUEl FGASIAN I<EWEllANGA8PFNErAPANJENIS RFNCANA USAHA DANIATAU
KEGIATAN YANG WAJIB IIFMILIKJ DOKUIIEN UKL-tJPL, PEMFRIKSAAN DOKUIIEN
UKL-uPl. DAN PENFRBITAN REKOMFNDASI UKL-uPl. SFRTA PENERBITAN IZIN

UNGKUNGAN BERDASARKAN REKOIIENDASI UKL-UPL YANG BERADA
DALAII WlLAYAH KABUPATEN IIUSI BANYUASIN

SUPAll.US! BANYUASIN

Menimbang : a. bahwabenlasakllu Peraturcm ME.iIleii lingkungan Hidup R.I Hornor 08 Tahun 2013
fenlang Tala Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Linglrungan FrKfupSerta
Penertlitan Izin Ungkungan pada Pasal 26 Aya (3) huruf"~ disebulkan Bupalit Walikolll
dapat mendelegas"'an kewenangan pemeriksaan, penertJilsu rekomendasi UKl-UPL
dan penelbilanlzin lingkungan kepada kepaIa illS1alisilingkungllll hidup Kabupalen/Kota.

b. bahwa Peraluran Bupali Musi Banyuasin Hornor 19 Tahun 2008 Tentang Penilaian Dan
Pengesahan UKl-lJPl. Bagi Usaha danlatau Kegialan Tidak Wajib AMDAl. Yang Berada
Di Wdayah KabupaIen Musi Banyuasin dan Peraturan Bupali Musi Banyuasin Nomor 7
Tahun 2010 Tentang Jenis Usaha danlatau Kegialan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
UKl-UPL Yang Berada DaJam Wilayah Kabupalen Musi Banyuasin tidal< relevan lagi
dengan peraluran perundangan yang Iebih linggi saat ini. sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa unluk melaksanakan ketentuan sebagaimana maksud hUM "aOdan hUM "b"
allllas. perlu dileIapkan Peratullin Bupali Musi Banyuasin Tenlllng Pendelegasian
Kewenangan Pene!apan Janis Rencana Usaha danlatau KegiaIan Yang Wajib Memiliki
Dokumen UKl-UPL, Pemeiiks n Dokumen UKl-uPl. dan PenerbiIan Rekomendasi
UKL-UPL serta Pellerbilllil Izin lingkungan BetdasaJkau Rekomeildasi UKL-lJPL Yang
Berada daIam WiIayah KabupaIeiI Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Hornor 32 tabun 2009 tentang Pedindungan Dan PengeIoIaan
Ungkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indon es"atahun 2009 Nomor 140,
Tambahan lembatlill Negara RepubIik "Kb, e5ia Hornor 5(59).

2. Peraluran Pemerintah Nomor 27 TaIwn 2012 tentang Izin lingkungan (Lembalan Negara
Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 48, Tambahan t.embaran Negara Republik
Indonesia Hamor 5285).

3. Peraturan Menten Negara Lingkungan Hidup R.t Nomor 05 Tahun 2012 IenIang Janis
RenclIIIlI Usaha danlalau Kegialan Yang wajib memiliki AnaIisis Mengellai Dampak
Ungkungan Hidup.

4. Peraturan Melileri NegaIa Lingkungan Hidup Republik Indones"a Nomor 16 Tahun 2012
leillllng Pedoman Penyusunan Dokumen lingkungan Hidup.

5. Peraturan Menleri Ungkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 fenlang
Tala Laksana PeniIaian Dan Petlle/iksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbilan
lzin Ungkungan.

Membaca : 1. Sural Deputi Melileii Negara lingkungan Hidup Bidalig Tala lingkungan Homor B-
77891Dep.lIlHIPDALJ0712010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Pelimpahan Kewenangan
Penerbilan Izin Ungkungan .untuk Rencana Usaha danIalau Kegialan yang Wajib
memiliki UKl.-UPL

2. Surat Deputi Men1eri Hegara Ungkungan tfidup Bidang Tala Ungkungan Hamor B-
53621Dep.1-1/lH10712010 tanggaI 19 Juli2010perihal Penyampaian Daflar Jenis
Rencana Usaha danIatau Kegialan yangWajib diIengkapi dengan UKL-UPL

3. SUrat Deputi Men1eri Hegara Ungkungan Hidup Bidang Tala Ungkungan Hamor B-
12331Dep. 1-1/lH1PDAU02I2013 tanggal 7 Februaii 2013 perihaI Penyampaian Daflar
SeklDr ESDM yang WajibDilengkapi dengan UKL-UPL



Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DANI ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL, PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL
DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL SERTA PENERBITAN IZIN
L1NGKUNGAN BERDASARKAN REKOMENDASI UKL-UPL YANG BERADA DALAM
WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah menurut asas

otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang=Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pendelegasian Wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
pertanggungjawaban terhadap kewenangan Penetapan Jenis Rencana Usaha
dan!atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen UKL-UPL, Pemeriksaan
Dokumen UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan
Izin Lingkungan Berdasarkan Rekomendasi UKL.UPL Yang Berada Dalam
Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin oleh Bupati Musi Banyuasin kepada
Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten
Musi Banyuasin.

6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan!atau suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan.

7. Usaha dan!atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta meyebabkan
dampak terhadap lingkungan hidup.

8. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkugan Hidup yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL adalah
8okl.lmen Pengelolaan dan Pemantallan terhadap Ilsaha dan! atall kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan!
atau kegiatan,

9. Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL adalah penyelenggaraan rapat koordinasi
antara Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten
Musi Banyuasin dengan instansi terkait untuk memeriksa Dokumen UKL-UPL
dalam rangka pemberian Rekomendasi UKL-UPL.

10. Rekomendasi UKL-UPL adalah Surat persetujuan terhadap suatu usaha dan!
atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

11. Izin Lingkungan adalah izin!dokumen yang merupakan bukti legalitas yang
diterbitkan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL yang berada dalam Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu syarat bagi seseorang atau
badan hukum untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II
PENDELEGASIAN

Pasal2
(1) Bl.Ipatimendelegasikan sebagian kewenangan tugas di bidang Iingkungan hidup

kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Kewenangan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
terdiri dari:
a. Menelapkan jenis rencana usaha dan!alau kegiatan yang wajib memiliki
dokumen UKL-UPL yang berada dalamWilayah Kabupalen Musi Banyuasin.

b. Melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
c. Menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
d. Menerbilkan Izin Lingkungan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 3 .



"

Pasal3

Da!lar Jenis Usahildanflitaut.egialal. yang 'wa)mmemilWdokumen UKl..uPLyang bEirada
daIam WiIayah Kabupalen Musi BaRyuasin'dilell4*anlebih Ianjut meiaIu; KeputUs8n KePala '
lJadanUngkunganHidupDan'PelleiilianPengemballgan,KabupalenMusi BanyuaSin.

Seg 'biaya yangberkai!an deligai. jasapemesiJc n dokumen UKl-UPl dan proses
ptiliedJilan rekoi.MOItaSiUKl-uPL 'sma Izin lingIwngan bagik~iatall danI aIau lIS3Ila yang
wajibUKl-UPldibebankan kelBla'Pel.dakaJsa,

Pasal5

Dengan dile1aplam dan1atau diberlaIalkannyaPer.mmmBupaIi ilIl, makaPeraluran Bupali
MusiBllnyuaSiil NoinOr 1~ Tatum 1008 Ientang Penililiim Q3n PengesiIhan UKl-UPl,Bagi
lJsahadanlalau KegialanTrdak wajibAMDAl. Ya!19BeradaDalam WiIayah Kabupalien Musi
Banyuasin danPeraluran BupaliMusiBanyuasin Nomor 7 Tahun 2010 TentangJenis Usaha
danfatau Kegialan Yang wajib Di.engkapiDenganUKl-uPl Yang BetadaDalam Wilayah
Kabupalen Musi Banyuasiildicabutdanamyalakan tidak:berlakulagi

PaSal6

AgarseliapOlallQ dapat mellge1ahuinya, niei.letiilfal.kan pengundangan peralimInBupali ini
dengan penempalamoyadafam 8IriaDaerah.

Diundangkan di 5ekayu ,
Pads fanggal Wi t~\)ro"M

SEKRETARISDAERAH
MUSt BANYUASIN

2014

OileIapkan di'SekayU
paaa 1ai1ggaI =<"1 1'4'bl'i7 t(l , 2014 '

tBUPAnMUSlBANYUASIN ~
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